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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Penggelapan 

1. Pengertian Penggelapan 

 Istilah penggelapan sebagaimana yang lazim dipergunakan 

orang untuk menyebut jenis kejahatan yang di dalam buku II Bab 

XXIV (24) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah suatu 

terjemahan dari perkataan “verduistering” dalam bahasa Belanda.1 

Suatu tindak pidana, mengetahui secara jelas tindak pidana yang 

terjadi adalah suatu keharusan. Beberapa tindak pidana yang terjadi 

harus diketahui makna dan definisinya termasuk tindak pidana 

penggelapan. 

 Pengertian yuridis mengenai penggelapan dimuat dalam 

Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni 

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, 

yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada 

padanya bukan karena kejahatan, dipidana penggelapan dengan 

pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-

banyaknya sembilan ratus rupiah.” 

                                                           
1  Effendy, Rusli dan Poppy Andi Lolo. Asas-asas Hukum Pidana. (Ujung Pandang: 
Leppen-UMI, 1989) Hal.49. 1989. 
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 Lamintang mengemukakan penjelasannya mengenai tindak 

pidana penggelapan yaitu. Tindak pidana sebagaimana tersebut 

dalam BAB XXIV KUHP lebih tepat disebut sebagai “tindak pidana 

penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Sebab, 

inti dari tindak pidana yang diatur dalam BAB XXIV KUHP tersebut 

adalah “penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. 

Penyebutan tersebut maka akan lebih memudahkan bagi setiap 

orang untuk mengetahui perbuatan apa yang sebenarnya dilarang 

dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut. 

 Tongat menegaskan perihal  pengertian tentang penggelapan 

ini, bahwa. Apabila suatu benda berada dalam kekuasaan orang 

bukan karena tindak pidana, tetapi karena suatu perbuatan yang 

sah, misalnya karena penyimpanan, perjanjian penitipan barang, 

dan sebagainya. Kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk 

menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk 

diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti 

melakukan “pengelapan”. 

 Adami Chazawi menambahkan penjelasan mengenai 

penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP yang dikemukakan 

sebagai berikut. Perkataan verduistering yang kedalam bahasa kita 

diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi 

masyarakat Belanda diberikan secara arti luas, bukan diartikan 

seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membuat sesuatu menjadi 
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tidak terang atau gelap. Lebih mendekati pengertian bahwa 

terdakwa menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai suatu 

benda (memiliki), hak mana tidak boleh melampaui dari haknya 

sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai benda 

tersebut bukan karena kejahatan.2 

 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam buku II Bab 

XXIV juga mengatur tentang tindak pidana penggelapan umum pada 

Pasal 372 yaitu “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum 

memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang 

lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, dipidana 

penggelapan dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun 

atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah.” 

 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam buku II Bab 

XXIV juga mengatur tentang tindak pidana penggelapan ringan pada 

Pasal 373 yaitu “Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 372, bila 

yang digelapkan bukan ternak ataupun nilainya tidak lebih dari dari 

dua ratus lima puluh rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan 

dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda 

paling banyak sembilan ratus rupiah.” 

 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam buku II Bab 

XXIV juga mengatur tentang tindak pidana penggelapan dengan 

                                                           
2 Chazawi, Adami. Op.Cit. Hal.70. 
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pemberatan pada Pasal 374 yaitu “Penggelapan yang dilakukan oleh 

orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena 

pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu, diancam 

dengan pidana penjara paling lama lima tahun.” 

 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam buku II Bab 

XXIV juga mengatur tentang tindak pidana penggelapan dalam 

rumah tangga pada Pasal 375 yaitu “Penggelapan yang dilakukan 

oleh orang yang kepadanya barang itu terpaksa diberikan untuk 

disimpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau 

pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, 

terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian 

diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.” 

 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam buku II Bab 

XXIV juga mengatur tentang tindak pidana penggelapan dalam turut 

membantu Pasal 376 yaitu “Ketentuan Pasal 367 berlaku bagi 

kejahatan-kejahatan yang diterangkan dalam bab penggelapan.” 

Untuk itu perlu dijabarkan rumusan dalam Pasal 367 ayat (2) KUHP 

yang berbunyi yakni “Jika dia (pembuat atau pembantu dari salah 

satu kejahatan dalam bab penggelapan) adalah suami (istri) yang 

terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia 

adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus 

maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu 
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hanya mungkin diadakan penuntut jika ada pengaduan yang terkena 

kejahatan.” 

 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam buku II Bab 

XXIV juga mengatur tentang pemidanaan pelaku tindak pidana 

penggelapan yaitu dalam Pasal 377 “Pertama, dalam hal 

pemidanaan karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam 

Pasal 372, 374, dan 375, hakim dapat memerintahkan pengumuman 

putusannya dan pencabutan hak-hak tersebut dalam Pasal 35. 

Kedua, bila yang bersalah melakukan kejahatan itu dalam 

pekerjaannya, maka haknya untuk menjalankan pekerjaan itu dapat 

dicabut.” 

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan 

a. Unsur-unsur objektif yang terdiri dari : 

1) Mengaku sebagai milik sendiri; 

2) Sesuatu barang; 

3) Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain; 

4) Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. 

b. Unsur Subjektif yang terdiri dari: 

1) Unsur Kesengajaan; 

2) Unsur Melawan Hukum. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dijabarkan sebagai 

berikut : 

a. Unsur Objektif 
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1) Mengaku sebagai milik sendiri 

 Adami Chazawi menerangkan bahwa perbuatan memiliki 

adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia 

pemilik benda itu.3 Dengan pengertian ini dapat diterangkan 

demikian, bahwa pelaku dengan melakukan perbuatan memiliki atas 

suatu benda yang berada dalam kekuasaannya, adalah ia 

melakukan suatu perbuatan sebagaimana pemilik melakukan 

perbuatan terhadap benda itu. 

 Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa dalam tindak 

pidana penggelapan dipersyaratkan, bahwa perbuatan ”menguasai” 

itu harus sudah terlaksana atau selesai. Misalnya, barang tersebut 

telah dijual, dipakai sendiri, ditukar, dan sebagainya. 

2) Sesuatu barang 

 Perbuatan menguasai suatu barang yang berada dalam 

kekuasaannya sebagaimana yang telah diterangkan diatas, tidak 

mungkin dapat dilakukan pada barang-barang yang sifat 

kebendaannya tidak berwujud. Karena objek penggelapan hanya 

dapat ditafsirkan sebagai barang yang sifat kebendaannya berwujud, 

dan atau bergerak. 

 Menurut Adami Chazawi, dalam penjelasannya mengenai 

unsur ini, menerangkan bahwa. Pengertian barang yang berada 

                                                           
3 Chazawi, Adami. Op.Cit. Hal.72. 
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dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan 

sangat erat dengan barang itu, yang menjadi indikatornya ialah, 

apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia 

dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan 

perbuatan lain terlebih dahulu, adalah hanya terhadap bendabenda 

yang berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi terhadap 

benda-benda tidak berwujud dan tetap.4 

3) Seluruhnya atau sebagian milik orang lain 

 Unsur ini mengandung pengertian bahwa benda yang diambil 

haruslah barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya ataupun 

sebagian milik orang lain. Jadi harus ada pemiliknya sebagaimana 

dijelaskan di atas, barang atau benda yang tidak bertuan atau tidak 

ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan. 

 Dengan demikian dalam tindak pidana penggelapan, tidak 

dipersyaratkan barang yang dicuri itu milik orang lain secara 

keseluruhan. Penggelapan tetap ada meskipun itu hanya sebagian 

yang dimiliki oleh orang lain. 

4) Berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan 

 Hal pertama yang harus dibahas dalam ini adalah maksud 

dari menguasai. Dalam tindak pidana pencurian, menguasai 

termasuk sebagai unsur subjektif sedangkan dalam penggelapan, 

                                                           
4 Chazawi, Adami. Op.Cit. Hal.77. 
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hal ini termasuk unsur objektif. Dalam pencurian, menguasai 

merupakan tujuan dari pelakunya sehingga unsur menguasai tidak 

perlu terlaksana pada saat perbuatan yang dilarang. Dalam hal ini, 

maksud pelakulah yang harus dibuktikan. Sedangkan dalam 

penggelapan, menguasai bukan merupakan tujuan pelaku sehingga 

perbuatan menguasai dalam penggelapan harus ada pada pelaku. 

 Dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan menguasai 

bukan karena kejahatan, bukan merupakan ciri pokok. Unsur ini 

merupakan pembeda dengan pidana pencurian. Sebagaimana 

diketahui bahwa suatu barang dapat berada dalam kekuasaan 

orang, tidaklah harus terkena tindak pidana. Penguasaan barang 

oleh seseorang dapat terjadi karena perjanjian sewa-menyewa, jual 

beli, pinjam meminjam dan sebagainya. 

 Apabila suatu barang berada dalam kekuasaan orang bukan 

karena kejahatan tetapi karena perbuatan yang sah, kemudian orang 

yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu 

menguasai barang tersebut untuk kepentingan diri sendiri secara 

melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan 

penggelapan. 

 Mengenai perbuatan menguasai tidak hanya terbatas pada 

menguasai secara melawan hukum benda-benda tersebut secara 

nyata barulah dapat dikatakan sebagai penggelapan bahkan dapat 

pula dikatakan sebagai penggelapan terhadap perbuatan menguasai 
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secara melawan hukum terhadap benda-benda yang secara nyata 

tidak langsung dikuasai oleh orang tersebut. 

b. Unsur Subjektif 

1) Unsur kesengajaan 

 Adami Chazawi mengklasifikasikan kesengajaan pelaku 

dalam penggelapan berarti :5 

a) Petindak mengetahui, sadar bahwa perbuatan memiliki benda 

milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya itu sebagai 

perbuatan yang melawan hukum, suatu perbuatan yang 

bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan 

dengan hak orang lain; 

b) Petindak dengan kesadaran yang sedemikian itu menghendaki 

untuk melakukan perbuatan memiliki; 

c) Petindak mengetahui, menyadari bahwa ia melakukan perbuatan 

memiliki itu adalah terhadap suatu benda, yang disadarinya 

bahwa benda itu milik orang lain sebagaian atau seluruhnya; 

d) Petindak mengetahui, menyadari bahwa benda milik orang lain 

berada dalam kekuasaannya bukun karena kejahatan. 

 Kesengajaan yang harus ditujukan pada semua unsur yang 

ada dibelakangnya itu harus dibuktikan dalam persidangan. Oleh 

karenanya hubungan antara orang yang menguasai dengan barang 

                                                           
5 Chazawi, Adami. Op.Cit. Hal. 83. 
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yang dikuasai harus sedemikian langsungnya, sehingga untuk 

melakukan sesuatu terhadap barang tersebut orang tidak 

memerlukan tindakan lain. 

2) Unsur melawan hukum 

 Pada saat membicarakan pencurian, telah cukup dibahas 

akan unsur melawan hukum ini. Karenanya di sini tidak akan 

dibicarakan lagi. Dalam hubungannya dengan kesengajaan, penting 

untuk diketahui bahwa kesengajaan pelaku juga harus ditujukan 

pada unsur melawan hukum ini, yang pengertiannya sudah 

diterangkan diatas. Ada beberapa perbedaan antara penggelapan 

dengan pencurian. Perbedaan itu diantaranya adalah : 

a) Tentang perbuatan materiilnya. Pada penggelapan adalah 

mengenai perbuatan memiliki, sedangkan pada pencurian adalah 

perbuatan mengambil. Pada pencurian ada unsur memiliki, yang 

berupa unsur subjektif. Pada penggelapan unsur memiliki adalah 

unsur tingkah laku, berupa unsur objektif. Untuk selesainya 

penggelapan disyaratkan pada selesai atau terwujudnya 

perbuatan memiliki, sedang pada pencurian pada perbuatan 

mengambil, bukan pada unsur memiliki; 

b) Tentang beradanya benda objek kejahatan ditangan pelaku. 

Pada pencurian, benda tersebut berada ditangan/kekuasaan 

pelaku akibat dari perbuatan mengambil, berarti benda tersebut 

berada dalam kekuasaannya karena suatu kejahatan 
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(pencurian). Namun demikian pada penggelapan tidak, benda 

tersebut berada dalam kekuasaannya karena perbuatan-

perbuatan yang sesuai dengan hukum. 

Penjelasan unsur-unsur tindak pidana penggelapan menurut Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sebagai berikut : 

a) Unsur pertama Pasal 372 KUHP, yaitu “dengan sengaja”, 

merupakan unsur subyektif. Dengan sengaja berkaitan dengan 

tindak pidana penggelapan dijelaskan lebih lanjut oleh Sianturi 

S.R sebagai berikut :6 

 “Pelaku menyadari bahwa ia secara melawan hukum memiliki 

sesuatu barang. Menyadari bahwa barang itu adalah sebagian atau 

seluruhnya milik orang lain, demikian pula menyadari bahwa barang 

itu ada padanya atau ada dalam kekuasaannya bukan karena 

kejahatan”. 

 Jadi kesengajaan dalam tindak pidana penggelapan ini 

termasuk kesengajaan sebagai maksud yakni si pembuat 

menghendaki adanya akibat yang dilarang dari perbuatannya. 

b) Unsur kedua Pasal 372 KUHP ialah “menguasai atau memiliki 

secara melawan hukum”.  

 Jadi apabila barang tersebut berada di bawah kekuasaannya 

bukan didasarkan atas kesengajaan secara melawan hukum, maka 

                                                           
6 Sianturi, S.R. Tindak Pidana di KUHP berikut Uraiannya. (Jakarta: Alumni, 2003) Hal.622. 
 



27 
 

tidak dapat dikatakan sebagai telah melakukan perbuatan memiliki 

sesuatu barang secara melawan hukum. 

c) Unsur ketiga Pasal 372 KUHP, yaitu “suatu benda”, menurut 

Sugandhi R  adalah sebagai berikut : 

 Barang yang dimaksudkan ialah semua benda yang berwujud 

seperti uang, baju, perhiasan dan sebagainya, termasuk pula 

binatang, dan benda yang tidak berwujud seperti aliran listrik yang 

disalurkan melalui kawat serta yang disalurkan melalui pipa. Selain 

benda-benda yang bernilai uang pencurian pada benda-benda yang 

tidak bernilai uang, asal bertentangan dengan pemiliknya (melawan 

hukum) dapat pula dikenakan pasal ini.7 

 Menurut Sianturi S.R bahwa: “Unsur barang sama saja 

dengan barang pada pencurian sebagaimana Pasal 362 KUHP. 

Pada dasarnya barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai 

ekonomis setidak-tidaknya bagi pemiliknya”.8 

 Hal tersebut berarti bahwa pengertian barang diartikan secara 

luas, yaitu tidak hanya terbatas pada benda yang berwujud, 

melainkan termasuk benda-benda yang tidak berwujud, namun 

mempunyai nilai ekonomis, misalnya aliran listrik, gas dan yang 

lainnya. 

                                                           
7 Sugandhi, R. KUHP dengan Penjelasannya. (Surabaya: Usaha Nasional, 1980) Hal.376. 
 
8 Sianturi, S.R. Op.Cit. Hal.593. 
 



28 
 

d) Unsur ke empat Pasal 372 KUHP ialah “sebagian atau 

seluruhnya kepunyaan orang lain”, dijelaskan oleh Sianturi 

bahwa : 

 “Barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang 

lain, berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan 

perundangundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum 

yang berlaku”. 

 Selanjutnya Sianturi S.R mengemukakan bahwa barang yang 

dimaksud ada padanya atau kekuasaannya ialah ada kekuasaan 

tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu 

tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat 

juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu 

memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada tersebut.9 

3. Jenis-jenis Tindak Pidana Penggelapan 

 Tindak pidana penggelapan diatur dalam beberapa pasal 

yaitu Pasal 372 KUHP sampai dengan Pasal 377 KUHP, maka tindak 

pidana penggelapan dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, 

yaitu : 

a. Penggelapan dalam bentuk pokok 

 Kejahatan penggelapan dalam bentuk pokok dalam Pasal 372 

KUHP yaitu kejahatan yang dilakukan sesorang yang dengan 

                                                           
9 Sianturi, S.R. Op.Cit. Hal. 625.  
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sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang 

seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain. Namun 

orang tersebut dalam mendapatkan barang dalam kekuasaannya 

bukan karena kejahatan. 

b. Penggelapan ringan 

 Maksud dari penggelapan ringan adalah seperti diterangkan 

dalam Pasal 373 KUHP yaitu suatu kejahatan penggelapan yang 

dilakukan oleh seseorang yang mana jika penggelapan tidak 

terhadap ternak ataupun nilainya tidak lebih dari dua ratus lima puluh 

ribu rupiah. Mengapa disebutkan bahwa yang digelapkan itu 

haruslah bukan ternak, karena perlu diingat bahwa ternak 

merupakan unsur yang memberatkan, sehingga ternak dianggap 

barang khusus. 

c. Penggelapan dengan pemberatan 

 Kejahatan penggelapan dengan pemberatan tersebut diatur 

dalam pasal 374 KUHP. Dalam Pasal 374 KUHP menyatakan bahwa 

penggelapan dengan pemberatan adalah penggelapan yang 

dilakukan oleh mereka yang menguasai suatu benda karena 

jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapatkan 

uang sebagai imbalannya. 

 Berdasarkan Pasal 375 KUHP menyatakan bahwa 

penggelapan dengan pemberatan adalah penggelapan yang 

dilakukan oleh mereka atas benda yang karena terpaksa telah 
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titipkan kepadanya sebagai wali, curator, kuasa untuk mengurus 

harta benda orang lain, pelaksana suatu wasiat dan kedudukan 

mengurus benda amal atau yayasan. 

d. Penggelapan sebagai delik aduan 

 Kejahatan sebagai delik aduan ini tersimpul dalam Pasal 376 

KUHP yang mengacu pada Pasal 367 ayat (2) KUHP. Dengan 

adanya ketentuan ini berarti seseorang yang mempunyai hubungan 

keluarga melakukan penggelapan atau membantu melakukan 

penggelapan terhadap milik anggota keluarga lainnya yang tinggal 

dalam satu rumah hanya dapat dituntut terhadap mereka itu hanya 

dapat dilakukan apabila ada atau terdapat pengaduan dari pihak-

pihak yang telah dirugikan karena kejahatan penggelapan. 

e. Penggelapan oleh pegawai negeri karena jabatannya 

 Jenis penggealapn ini tidak diatur dalam Buku II Bab XXIV 

KUHP melainkan dalam Bab XXVIII yang mengatur mengenai apa 

yang disebut kejahatan jabatan. Penggelapan yang dilakukan oleh 

seorang pegawai negeri dalam jabatannnya disebut penggelapan 

jabatan. Ketentuan mengenai penggelapan jabatan ini diatur dalam 

Pasal 415 dan Pasal 417 KUHP yang mengatur tentang seorang 

pegawai negeri yang karena jabatannya uang atau kertas berharga 

yang dalam jabatannya menguasai benda-benda tersebut 

membiarkan diambil atau digelapkan oleh orang lain. 

 



31 
 

B. Tinjauan Umum Mengenai Penggelapan Dalam Jabatan 

1. Pengertian Penggelapan Dalam Jabatan 

 Pada dasarnya perbuatan penggelapan adalah perbuatan 

pidana sehingga termasuk dalam ranah hukum pidana. Pelaku 

penggelapan dalam jabatan dengan diancam pidana penjara 

maksimal 5 (lima) tahun sesuai Pasal 374 Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “Penggelapan yang dilakukan 

oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan 

karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena 

mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling 

lama lima tahun”. 

 Berbeda halnya apabila penggelapan dalam jabatan tersebut 

dilakukan oleh pejabat umum. Penggelapan oleh pejabat umum kita 

temui pengaturan umumnya dalam Pasal 415 KUHP dan lebih 

khusus lagi dalam Pasal 8 UU No. 20 Tahun 2001 Tentang 

perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) “Dipidana dengan pidana 

penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) 

tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.150.000.000,- dan paling 

banyak Rp.750.000.000,- pegawai negeri atau orang selain pegawai 

negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara 

terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja 

menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena 
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jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut 

diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam 

melakukan perbuatan tersebut”. 

 Jadi berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, pelaku tindak 

pidana penggelapan dalam jabatan bagi mereka yang bukan 

menjalankan jabatan umum dapat dipidana penjara maksimal 5 

(lima) tahun. Sedangkan bagi pelaku tindak pidana penggelapan 

dalam jabatan bagi mereka yang menjalankan jabatan umum dapat 

dipidana penjara minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 15 (lima belas) 

tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.150.000.000,-dan paling 

banyak Rp.750.000.000,-.10 

 Penyalahgunaan wewenang jabatan terjadi ketika badan atau 

pejabat pemerintahan menggunakan wewenangnya untuk tujuan 

yang menyimpang atau berbeda dari maksud diberikannya 

wewenang. Penyalahgunaan wewenang jabatan adalah tindakan 

yang cacat oleh badan atau pejabat pemerintahan, yaitu mereka 

melaksanakan wewenangnya untuk mencapai tujuan yang berbeda 

dari tujuan yang seharusnya diberikan wewenang tersebut. 

 Tindakan badan atau pejabat pemerintahan dikategorikan 

sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang jika : 

                                                           
10 Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  
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a. Badan atau pejabat pemerintahan tersebut melakukan tindakan 

dalam ruang lingkup wewenangnya, mengikuti prosedur dengan 

tepat, dan mematuhi ketentuan undangundang serta regulasi yang 

mengatur tindakannya, tetapi ia menggunakan wewenangnya untuk 

tujuan lain dari tujuan diberikannya wewenang itu. 

b. Penyalahgunaan wewenang adalah ketika badan atau pejabat 

pemerintahan menggunakan wewenangnya untuk tujuan yang 

dilarang, yaitu tujuan lain dari yang dimaksudkan oleh pembentuk 

undang-undang. 

c. Badan atau pejabat pemerintahan melakukan tindakan bukan untuk 

tujuan kepentingan umum, tetapi untuk tujuan personal atau pribadi. 

 Penyalahgunaan wewenang oleh badan atau pejabat 

pemerintahan merupakan penyimpangan asas dalam hukum 

administrasi, yaitu asas spesialitas atau specialiteitsbeginsel. 

Menurut asas ini organ pemerintahan harus menggunakan 

wewenangnya untuk mengambil keputusan tidak untuk tujuan lain 

selain tujuan yang dikehendaki dari diberikannya wewenang 

tersebut. 

 Penyalahgunaan wewenang melibatkan 3 (tiga) unsur utama, 

yaitu dengan sengaja, mengalihkan tujuan wewenang, ada interest 

pribadi yang negatif. Dengan demikian, penyalahgunaan wewenang 

terjadi dengan kesengajaan bukan kealpaan atau kelalaian, yaitu 
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dengan sengaja mengalihkan tujuan wewenang sehingga 

menyimpang dari tujuan diberikannya wewenang tersebut. 

 Tindakan mengalihkan tujuan wewenang tersebut dilandasi 

kepentingan pribadi yang negatif, misalnya untuk memperoleh 

keuntungan pribadi atau untuk orang lain. Tindakan penyalahgunaan 

wewenang jabatan menjadi dasar pembatalan keputusan badan 

atau pejabat pemerintahan oleh pengadilan. Pembatalan itu ketika 

faktanya badan atau pejabat pemerintahan dengan sengaja 

menggunakan wewenangnya untuk tujuan selain dari tujuan 

diberikannya wewenang tersebut. Pembatalan itu dapat disertakan 

ganti kerugian jika keputusan yang dibatalkan menimbulkan 

kerugian bagi orang yang terkena keputusan tersebut. 

2. Hubungan Kerja 

 Hubungan kerja adalah hubungan kerja yang bukan 

hubungan kepegawaian negeri, akan tetapi hubungan pekerjaan 

antara seorang buruh dengan majikannya, atau seorang 

karyawan/pelayan dengan majikannya. Hubungan kerja adalah 

suatu hubungan yang mengenai keadaan atau kualitas pribadi 

seseorang. Orang yang dapat melakukan penggelapan ini hanyalah 

bagi orang yang memiliki kualitas pribadi yang demikian. Berhubung 

dengan kemungkinan terjadinya penyertaan dalam suatu tindak 

pidana, maka timbul persoalan tentang bagaimana bila terjadi 

seseorang yang mempunyai kualitas pribadi yang demikian 
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melakukan penggelapan dengan orang yang tidak memliki kualitas 

hubungan kerja. Syarat harus ada hubungan kerja diperlukan 

hanyalah bagi seorang dader, dan tidak untuk yang bukan petindak. 

Sedangkan untuk pelaku pelaksana (plegen), walaupun termasuk 

kelompok penyertaan yang disebut dalam Pasal 55 (1) KUHP, lain 

sifatnya dengan yang diterangkan diatas. 

 Pengambilan barang secara melawan hukum dengan 

persetujuan si pemegang adalah pencurian. “Barang yang ada 

dalam kekuasaannya” adalah barang yang dikuasai oleh pelaku, 

tidak peduli apakah dikuasai olehnya sendiri atau oleh orang lain, 

termasuk juga barang yang dipercayakan olehnya kepada orang lain 

yang menyimpan barang itu untuknya. “Menguasai Barang” berarti 

bahwa pelaku berada dalam hubungan langsung dan nyata dengan 

barang itu. Beradanya barang ditangan pelaku yang bukan karena 

kejahatan itu misalnya semula pelaku dititipi untuk diangkut, 

dijualkan atau disimpan tetapi kemudian si pelaku mempunyai 

maksud yang berbeda daripada maksud keberadaan barang itu 

ditangannya, melainkan menjadi dengan maksud secara melawan 

hukum untuk bertindak sebagai pemilik. 

 

 

 

 


